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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan 

modal, yang dapat diperoleh dengan cara meminjam melalui pinjaman modal 

atau pendanaan melalui lembaga perbankan.1 Pembiayaan atau perkreditan 

bukanlah masalah yang asing, baik dalam kehidupan kota maupun dalam 

pedesaan. Kredit merupakan salah satu pembiayaan sebagian besar dari kegiatan 

ekonomi. Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi perbankan, karena 

kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis 

usaha. 2 Sebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis 

yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang 

proses pemberian kredit, guna mencegah timbulnya suatu risiko kredit.  

Pembiayaan ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan 

kebutuhannya. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para 

pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Pembiayaan 

tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga 

dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak.  

Untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu 

peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian 

pembiayaan atau kredit. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada 

sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, 

                                                 
1 Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama, 2004, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter. 

Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. hlm.18 
2 Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi), Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group, hlm.126 
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tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa tahapan yang ada telah 

benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat. 3 

 

Perjanjian kredit diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima 

kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam 

bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula 

dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian 

tertulis ada yang dibuat dengan perjanjian kredit. Perjanjian utang antara debitur 

dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak 

dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan 

membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala 

kewajibanya dengan baik. Namun di dalam perjanjian kredit tersebut  

adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah 

disepakati bersama, salah satunya karena terjadinya keadaaan memaksa seperti 

adanya bencana alam d an wabah penyakit.  

Beberapa waktu yang lalu telah terjadi wabah penyakit covid 19 (corona 

virus disease) yang berasal dari Wuhan, Cina. Virus corona jenis baru, SARS-

CoV2, telah menginfeksi lebih dari 200.000 orang di 152 negara dalam waktu 

kurang dari tiga bulan. Penularan penyakit tersebut menular dengan sangat cepat 

karena dapat terjadi melalui :  

a) Droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin  

b) Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan  

c) Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian 

menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan.4 

                                                 
3  Ibid 
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Oleh karena itu, social distancing diyakini menjadi salah satu cara efektif 

untuk menekan angka penyebaran, meski tak bisa menghilangkan virus. Social 

distancing atau jarak sosial adalah mengambil jarak dengan menghindari 

kerumunan, pertemuan publik, dan tak mendatangi pertemuan dalam kelompok 

besar. Artinya, ada ruang yang cukup antara satu orang dengan orang lain 

sehingga menghilangkan rute transmisi virus. Dalam melakukan social 

distancing yang kini berubah menjadi physical distancing sesuai himbauan 

WHO. WHO juga telah memberikan anjuran beberapa negara yang terkena 

penyebaran pandemi covid-19 ini untuk melakukan Lockdown di negara yang 

terjangkit virus ini. Bahkan, beberapa waktu lalu WHO juga telah memberikan 

surat himbauan kepada Indonesia agar menerapkan sistem lockdown ini. 

Namun demikian, Presiden Joko Widodo menampik untuk melakukan 

lockdown, dengan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). 

Menurut peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 

Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman PSBB dalam rangka 

menangani Virus Corona (COVID-19). Permenkes tersebut juga menyebutkan 

bahwa PSBB adalah pembatasan semua kegiatan tertentu. Pembatasan kegiatan 

tersebut itu ditujukan bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga telah 

terkena atau terinfeksi corona. Tujuannya adalah untuk memblokir dan 

mencegah penyebaran virus corona dalam skala yang lebih besar lagi dari yang 

sudah tercatat saat ini. PSBB tersebut menjadikan beberapa orang terdampak 

karena tidak dapat melaksanakan aktifitas mata pencahariannya sehingga 

                                                                                                                                   
4 https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064600465/cara-penularan-virus-

corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing?page=all 
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pendapatan seseorang terganggu. Demikian halnya dengan aktivitas perbankan 

menjadi terdampak, salah satunya terhadap masalah pembayaran kredit 

perbankan.  

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 

12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, dimana dalam ketentuan 

tersebut manyatakan  bahwa :  

1) Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional; 

2) Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan 

pemerintah daerah; 

3) Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam 

menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan 

kebijakan Pemerintah Pusat. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut timbul persoalan hukum menyangkut 

adanya pandemi Covid 19 tersebut, apakah termasuk sebagai keadaan memaksa 

(force majeur), sehingga dapat menjadi alasan bagi debitur untuk menunda 

kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur. Berdasarkan hal tersebut, 

penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk penulisan 

hukum, dengan judul : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam 

Perjanjian Kredit Perbankan Karena Adanya Pandemi Covid-19 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah adanya Pandemi Covid 19 dapat dikualifikasikan sebagai keadaan 

memaksa menurut hukum ?  

2. Apakah adanya Pandemi Covid 19 dapat dijadikan alasan penundaan 

kewajiban pembayaran utang ?  

3. Bagaimanakah mekanisme penyelamatan kredit perbankan yang dapat 

dilakukan sebagai dampak wabah pandemi Covid 19 ?  

1.3    Tujuan Penulisan 

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai  tujuan 

yang hendak dicapai, yaitu : 

1. Mengetahui dan menganalisa adanya Pandemi Covid 19 apakah dapat 

dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa menurut hukum. 

2. Mengetahui dan menganalisa adanya Pandemi Covid 19 apakah dapat 

dijadikan alasan penundaan kewajiban pembayaran utang karena keadaan 

memaksa. 
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3. Mengetahui dan menganalisa mekanisme penyelamatan kredit perbankan 

yang dapat dilakukan sebagai dampak wabah pandemi Covid 19. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan gambaran tentang adanya Pandemi Covid 19 apakah 

dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa menurut hukum berikut 

sebagai alasan penundaan kewajiban pembayaran utang. 

2. Bagi penyusun, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan 

teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan 

dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum 

perdata dan hukum perbankan.  

1.5  Metode Penelitian 

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus 

dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman 

dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil 

penelitian.  Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, 

karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap obyek yang dikaji 

dapat dilakukan dengan benar. Jika demikian, diharapkan kesimpulan akhir dari 

penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau 

menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan 

metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk 

menggali, mengolah, dan merumuskan bahan–bahan hukum yang diperoleh 
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sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk 

menjawab isu hukum yang dihadapi.5 Metode yang tepat diharapkan dapat 

memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. 

Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :  

1.5.1   Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan 

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan 

mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian 

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. 6 

1.5.2   Pendekatan Masalah 

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang 

dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek 

mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari 

jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, digunakan pendekatan yang 

meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual : 7 

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

                                                 
5 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

hlm.194 
6    Ibid, hlm.194 
7   Ibid, hlm.93 
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Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu 

yang dihadapi  

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu suatu metode 

pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas 

hukum yang relevan dengan isu hukum. 

1.5.3    Bahan Hukum 

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan 

untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seharusnya, meliputi bahan hukum primer dan sekunder : 

1.5.3.1  Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang 

undangan dan putusan–putusan hakim, dalam penyusunan skripsi ini 

bahanhukum primer, yaitu  : 

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ; 

2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ; 

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang 

4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam ;  

5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan ;  

6. Perpu Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembagian Keadaan Bahaya ;  
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7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana 

Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai 

Bencana Nasional 

1.5.3.2   Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, laporan penelitian 

hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para 

akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan 

pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat 

opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin hukum atau terbitan lain 

sebagai penunjang 8 

1.5.3.3  Bahan Non Hukum 

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber 

bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non 

hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan 

topik penulisan skripsi.  

1.5.4   Analisis Bahan Hukum 

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul 

dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode 

penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk 

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau 

hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis 

berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,  ditambahkan pendapat 

                                                 
8   Ibid, hlm.138 
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para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan 

komparatif.  

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu 

penelitian hukum, yaitu : 

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ; 

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekirangnya dipandang 

mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ; 

c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan 

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum 

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di 

dalam kesimpulan.9 

 

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu 

yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu 

hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, 

konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu 

hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam 

melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat 

diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk 

kajian akademis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9     Ibid, hlm.171 


